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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di bahas pada penelitian ini dapat

disimpulkan, sebagai berikut:

1.

Kebijakan Pemerintah Timor Leste terhadap hak kepemilikan atas tanah sudah
dapat mewujudkan perlindungan hukum kepada warga negara Timor Leste
dengan melihat pada peraturan perundang-undangan sebanyak 6 buah yang
berlaku sebagai hukum positif di Timor Leste serta RUU hak kepemilikan atas
tanah sebagai hasil suatu kebijakan pemerintah Timor Leste sudah membahas
pada aspek-aspek, seperti: warga negara sebagi subjek hukum hak milik atas
tanah, terdapat prosedur dalam hal pengurusan tanah serta terbentuknya lembaga
yang mengurus masalah tanah, yakni: Direc¢do Nacional de Terras, Propriedades
e Servicos Cadastrais berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2003 tentang Regulasi Hukum bagian I: Harta benda tidak bergerak dan
dipublikasi pada Jornal da Republica RDTL, tanggal 10 Maret 2003. Peraturan
perundang-undangan di Timor Leste, sebagai berikut:
a. Lei No. 1/2003, de 10 de Marco. Regime Juridico dos Bens Imoveis I Parte:
Titularidade dos Bens Imoveis (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003
tentang Regulasi Hukum bagian I: Harta benda tidak bergerak dan dipublikasi

pada Jornal da Republica RDTL, tanggal 10 Maret 2003).
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. Decreto Lei No. 19/2004, de 29 de Dezembro. Regime Juridico dos Bens
Imoveis: Afectacao Oficial e Arrendamento de Bens Imoveis do Dominio
Privado do Estado (Ketetapan Hukum Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Regulasi Hukum Real Estate: Petugas, Tugas dan Penyewaan Real Properti
Dalam Kekuasaan Milik Negara dan dipublikasi pada Jornal da Republica
RDTL, tanggal 29 Desember 2004).

Lei No. 12/2005, de 12 de Setembro. Regime Juridico dos Bens Imoveis II
Parte: Arrendamento Entre Particulares (Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2005 tentang Regulasi Hukum II: Real Estate bagian: Antara Sewa Swasta
dan dipublikasi pada Jornal da Republica RDTL, tanggal 12 September
2005).

. Decreto Lei No. 6/2011, de 26 de Janeiro 2011. Compensacoes Por
Desocupasao de Imoveis do Estado (Ketetapan Hukum Nomor 6 Tahun 2011
tentang Kompensasi yang Diberikan Negara Atas Bangunan yang Ditempati
dan dipublikasi pada Jornal da Republica RDTL, tanggal 26 Januari 2011).
Decreto Lei No. 27/2011. Regime Atu Regula Na’in ba Bens Imveis ne’ebe
latha Disputa (Ketetapan Hukum Nomor 27 Tahun 2011 tentang Regulasi
Hukum yang Mengatur Harta Benda Tidak Bergerak yang tidak bermasalah).
Diploma Ministerial No. 16/2011 sobre Decreto Lei No. 272011. Regime Atu
Regula Na’in ba Bens Imveis ne’ebe laiha Disputa (Keputusan Menteri
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketetapan Hukum Nomor 27 Tahun 2011
tentang Regulasi Hukum yang Mengatur Harta Benda Tidak Bergerak yang

tidak bermasalah).
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g. RUU tentang hak kepemilikan atas tanah di Timor Leste/PROPOSTA DE LEI
NO. /2010 REGIME ESPECIAL PARA A DEFINICAO DA TITULARIDADE
DOS BENS IMOVEIS (RUU/Regulasi khusus untuk defenisi hak milik atas
tanah) yang sudah disahkan oleh Dewan Menteri RDTL pada tanggal 10
Maret 2010 dan pada bulan Januari 2012 Parlamento Nacional Timor de
Leste (DPRnya Timor Leste) sudah dibahas RUU ini pada tingkat Komisi.

2. Kebijakan Pemerintah Timor Leste terhadap hak kepemilikan atas tanah belum
memberikan Keadilan hak kepemilikan atas tanah pada masa kemerdekan Timor
Leste sekarang belum memberikan keadilan kepada warga negara Timor Leste
karena hal ini dapat di lihat pada peraturan perundang-undangan sebanyak 6 buah
yang berlaku sebagai hukum positif di Timor Leste serta RUU hak kepemilikan
atas tanah yang masih dibahas oleh Parlamen Timor Leste (saat Tesis ini di tulis,
Januari-April 2012) sebagai hasil dari suatu kebijakan pemerintah Timor Leste
tidak terdapat adanya pasal-pasal dari peraturan tersebut yang menghkususkan
membahas hak kepemilikan atas tanah dalam hal ini batas maksimum dan

minimum untuk tanah pertanian dan tanah non pertanian.

B. Saran.

Saran-saran yang disampaikan oleh Penulis dalam Tesis ini yang
berhubungan kebijakan pemerintah Timor Leste terhadap hak kepemilikan atas tanah
dalam mewujudkan perlindungan hukum dan tercapainya keadilan, sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dan Parlamen Timor Leste, sebagai berikut:
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a. Parlamento Nacional de Timor Leste (DPRnya Timor Leste) harus segera
menyetujui Rancangan Undang-Undang/RUU hak kepemilikan atas tanah di
Timor Leste sebagai lus Costituendum yang akan mengatur tentang hak milik
atas tanah di Timor Leste, karena peraturan perundang-undangan yang ada
sekarang belum dapat memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan
kepada warga negara yang mempunyai hak milik atas tanah.

b. Parlamento Nacional de Timor Leste (DPRnya Timor Leste) membuat
Undang-Undang yang mengatur tentang hak kepemilikan atas tanah yang
menkhususkan pada tanah pertanian dan tanah non pertanian sehingga dapat
memberikan keadilan kepada warga negara Timor Leste dalam hak
kepemilikan atas tanah tampa melihat pada status sosial ekonomi warga
negara dalam kehidupan sehari-harinya.

c. Pemerintah Timor Leste melalui Direc¢do Nacional de Terras, Propriedades e
Servigos CadastraisyDNTPSC (BPNnya Timor Leste) harus mendaftarkan
semua tanah di Timor Leste dan mengeluarkan sertipikat sebagai hak
kepemilikan atas tanah kepada warga negara serta menggantikan semua
sertipikat yang diperoleh pada masa penjajahan Portugis dan pendudukan
bangsa Indonesia di Timor Leste berdasarkan Pasal 17 Lei No. 1/2003, de 10
de Marco. Regime Juridico dos Bens Imoveis I Parte: Titularidade dos Bens
Imoveis (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Regulasi Hukum
bagian I: Harta benda tidak bergerak dan dipublikasi pada Jornal da Republica

RDTL, tanggal 10 Maret 2003).

~ 239 ~



d. Pemerintah Timor Leste melalui Kementerian Pertanian RDTL harus
membuat Rancangan Undang-Undang tentang tanah pertanian sehingga dapat
mengatur batas maksimum dan minimum penguasaan hak milik atas tanah
pertanian sehingga tidak terjadinya tuan tanah lebih banyak di Timor Leste
sedangkan untuk tanah non pertanian Kementerian Pertanian RDTL harus
bekerja sama dengan Kementerian yang lain terkait untuk dapat mempunyai
peraturan perundang-undangan yang mengatur batas maksimum dan
minimum hak milik atas tanah non pertanian di Timor Leste.

2. Kepada lembaga akademis dan semua elemen bangsa di Timor Leste harus dapat
melakukan penelitian dan menganalisis peraturan perundang-undangan
pertanahan umumnya dan khususnya hak kepemilikan atas tanah (tanah pertanian
dan tanah non pertanian) serta memberikan masukan kepada pemerintah Timor
Leste berdasarkan hasil penelitian sehingga hak kepemilikan atas tanah di Timor
Leste dalam mewujudkan perlindungan hukum dan tercapainya keadilan yang

merata.
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